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BAB III 
PENUTUP 
A.   Kesimpulan 
Untuk menjawab rumusan masalah maka berdasarkan analisis pada 
pembahasan hasil penelitian terebut di atas maka penulis dapat 
menyimpulkan berbagai hal sebagai berikut: 
1. Perlindungan hukum direksi dalam Perseroan Terbatas pada Undang-
Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yaitu ada di Pasal 105 
Ayat (1) yang berbunyi “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-
waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya” dan 
Ayat (2) yang berbunyi “Keputusan untuk memberhentikan anggota 
Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diambil setelah yang 
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.”. 
Maka Undang-Undang tersebut bersifat lex imperfect karena tidak 
mempunyai kemampuan mengikat atau memaksa. Sehingga bentuk 
perlindungan hukum terhadap direksi yaitu semua tergantung pada 
keputusan hakim dalam memutus. 
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah mampu melindungi direksi 
dalam Perseroan Terbatas Undang-Undang Perseroan Terbatas tetapi 
belum sepenuhnya. Mampu atau tidaknya melindungi direksi semua 
tergantung dari implementasi hakim dalam memutus. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1. Perlu adanya tambahan Undang-Undang untuk lebih dapat melindungi 
kepentingan direksi. 
2. Hakim lebih adil dalam memutus perkara dengan melihat alasan-alasan 
gugatan yang diajukan dari direksi, bukan hanya melihat berdasarkan 
suara terbanyak saja atau keputusan pemegang saham mayoritas dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham saja. 
3. Pemegang saham mayoritas harus melihat juga kepentingan dari direksi 
serta menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan tidak 
hanya mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan 
perusahaan. 
4. Diharapkan Pengadilan Negeri memutus perkara secara adil dengan 
melihat dasar-dasar agar tidak perlu adanya banding karena pemegang 
saham minoritas lemah dalam masalah keuangan. 
5. Lebih mengupayakan jalan musyawarah di antara para pemegang saham 
untuk melindungi kepentingan direksi. 
6. Lebih meningkatkan peran dari penyelesaian sengketa alternatif melalui 
mediasi. 
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7. Perlu diupayakan adanya badan penyelesaian sengketa khusus untuk 
menyelesaikan sengketa antar organ Perseroan Terbatas, misalnya Panitia 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan bagi sengketa perburuhan. 
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